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BUPATI BENGLU TENGAH

PROVINSI BENGKULU

PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH
NOMOR 4! TAHUN 2017

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BENGKULU TENGAH TENTANG
NOMOR 03 TAHUN 2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA KABUPATEN BENGKULU TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BENGKULU TENGAH,

Menimbang : a. bahwa Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 03
Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Tengah belum sepenuhnya
berpedoman pada Peraturan Komisi Pemberatasan
Korupsi Republik Indonesia Nopmor 7 Tahun 2016
tentang Tata cara Pendaftaran, Pengumuman dan
Pemeriksaan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
985);

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu membentuk Peraturan
Bupati Bengkulu Tengah tentang Perubahan Atas
Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 03 Tahun
2017 tentang tentang Laporan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara Di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Bengkulu Tengah;

Mengingat - 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara
Republik Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang
Penyelenggara Negara Yang Bersih Dan Bebas Dari
Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140,




Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun
1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001
Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4150);

Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi
Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 137,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4250) sebagaimana telah diubah dengan
Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2015 tentang
Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun
2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana
Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2015 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5698);

Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2008 tentang
Pembentukan Kabupaten Bengkulu Tengah di Provinsi
Bengkulu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
2008 Nomor 97, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4870);

Undang-Undang Nomor S5 Tahun 2014 tentang
Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor S5587)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-undang
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015
Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5679);

Peraturan Komisi Pemberatasan Korupsi Nomor 7
Tahun 2016 tentang Tata Cara Pendaftaran,
Pengumuman dan Pemeriksaan Harta Kekayaan
Penyelenggara Negara (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2016 Nomor 985);



9. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2016 tentang
Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat
Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu
Tengah Tahun 2016 Nomor 13);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI TENTANG NOMOR 03 TAHUN
2017 TENTANG LAPORAN HARTA KEKAYAAN
PENYELENGGARA NEGARA KABUPATEN BENGKULU
TENGAH.

Beberpa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bengkulu Tengah Nomor 03
Tahun 2017 tentang Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara Di
Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 angka 5 di hapus.
2. Ketentuan Pasal 3 diubah sehingga Pasal 3 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 3
Pejabat Penyelenggara Negara di Lingkungan Pemerintah Kabupaten
Bengkulu Tengah yang wajib menyampaikan LHKPN adalah:
1. Bupati;
2. Wakil Bupati;
3. Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (Eselon II);
4. Pejabat Administrator (Eselon III);
5. Pejabat Pengawas (Eselon IV) pada Organisasi Perangkat Daerah
Pengelola Keuangan Daerah;
. Direktur BUMN;
. Panitia Pengadaan Barang dan jasa;dan
8. Auditor Inspektorat.
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3. Ketentuan Pasal 4 diubah, sehingga Pasal 4 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4
(1) Penyelenggara Negara wajib menyampaikan LHKPN kepada KPK yaitu
pada saat;
a. Pengangkatan sebagai Penyelenggara Negara pada saat pertama kali
menjabat;
b. Pengangkatan kembali sebagai Penyelenggara Negara setelah
berakhirnya masa jabatan atau pensiun;dan
c. Berakhirnya masa jabatan atau pensiun sebagai Penyelenggara
Negara.
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat 3 (tiga) bulan terhitung sejak saat




pengangkatan pertama/pengangkatan kembali/berakhirnya jabatan
sebagai Penyelenggara Negara.

Diantara Pasal 4 dan Pasal 5 disisipkan beberapa Pasal yaitu Pasal 4A,
Pasal 4B dan Pasal 4C, sehinga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4A
(1) Penyampaian LHKPN selama Penyelenggara Negara menjabat dilakukan
secara periodik setiap 1 (satu) tahun sekali atas harta kekayaan yang
diperoleh sejak tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember.
(2) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan
dalam jangka waktu paling lambat tanggal 31 maret tahun berikutnya.

Pasal 4B

(1) Penyampaian LHKPN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dapat
diserahkan secara langsung atau melalui media lain yang ditentukan
oleh KPK.

(2) Penyampaian LHKPN sebagaiman a dimaksud pada ayat (1) ditetapkan
oleh KPK yang sekurang-kurangnya memuat;

Nama;

Jabatan;

Instansi;

Tempat dan tanggal lahir;

Alamat;

Identitas istri atau suami,

Identitas anak;

Jenis, nilai dan asal usul perolehan harta kekayaan yang dimiliki;

Besarnya penghasilan dan pengeluran;

Surat kuasa mendapatkan data keuangan;

Surat kuasa mengumumkan harta kekayaan;dan

Surat pernyataan.
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Pasal 4C

(1) KPK akan melakukan verifikasi administratif atas LHKPN yang
disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4B.

(2) Verifikasi administratif dilakukan dengan meneliti ketepatan pengisian
LHKPN serta petunjuk pengisian formulir LHKPN.

(3) Bukti pendukung yang harus dilampirkan oleh Penyelenggara Negara
paling sedikit memuat salinan dokumen yang menerangkan
kepemilikan harta kekayaan pada lembaga keuangan.

Ketentuan Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6
(1) Dalam hal Penyelenggara Negara terlambat melaporkan LHKPN atasan
langsung atau pimpinan organisasi perangkat daerah tempat
Penyelenggara Negara bertugas untuk memberikan sanksi Administratif
berupa :
a. Penundaan gaji berkala pangkat selama 1 (satu) tahun;dan




b. Penundaan kenaikan pangkat selama 1 (satu) tahun.

(2) Penyelenggara Negara tidak menyampaikan LHKPN pejabat pembina
kepegawaian daerah dapat memberikan sanksi administratif berupa
pembebasan dari jabatan.

(3) Penyelenggara Negara yang memberikan keterangan tidak benar
mengenai harta kekayaannya dapat dikenakan sanksi sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

(4) Peraturan Bupati ini juga berlaku bagi calon Penyelenggara Negara
yang berdasarkan peraturan perundang-undangan diwajibkan untuk
melaporkan harta kekayaannya sebelum menjadi Penyelenggara
Negara.

Pasal II
Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan
Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah
Kabupaten Bengkulu Tengah.

Ditetapkan di Karang Tinggi
pada tanggal 10 Jul 2017

J| BUPATI BENGKULU TENGAH, sL
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%.H. FERRY RAMLI

Diundangkan di Karang Tinggi
pada tanggal o jub 2017

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BENGKULU TENGAH.I

vy,

}MUZAKIR HAMIDI

BERITA DAERAH KABUPATEN BENGKUL TENGAH TAHUN 2017

NOMOR..2!....
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